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PROVINSI SULAWESE TEM/#7 7 7 ¢

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

. Menimbang : a. bahwa besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Baubau dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Baubau tidak lagi sesuai dengan
perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 81 ,Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dan Dana Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukan
Kota Baubau (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau
Nomor 4 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Baubau Nomor 4);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WAL! KOTA BAUBAU NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BAUBAU.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 81 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Baubau dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 81) diubah sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada
yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dengan
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga
sewa rumah yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai
berikut:

a.Ketua DPRD sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
b.Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
c.Anggota DPRD sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
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(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rumah negara
beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 1I

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 3/ Desember 2019

WALI KOTA BAUBAU

A.S. TAMRIN
Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 3| Desember 2019
SEKRETARIS DAE TA BAUBAU,I FARAF KOORDINAS]
NQ. | INSTANSI UNIT KERJA | PARAS |
1. |6EWDA I
2. 1AS1STEN-TL / ),
3. jWA. BPWAPD 4
RONI MUHTAR 4 |SekwAN J
5 IWABAG. HUWUM |

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR 42
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